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BAB 1 

RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA 

 
 

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA 

Hukum Tata Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

staatsrecht atau hukum negara (state law) yang meliputi 2 pengertian, 

yaitu staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas), dan staatsrecht in engere 

zin (dalam arti sempit). Staatsrecht in engere zin atau Hukum Tata Negara 

dalam arti sempit itulah yang biasanya disebut Hukum Tata Negara atau 

Verfassungsrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan 

yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (in ruimere zin) 

mencakup Hukum Tata Negara (verfassungsrecht) dalam arti sempit dan 

Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht) (Moh. Kusnardi dan 

Harmaily Ibrahim, 1983). Pada masa lalu, Prof. Dr. Djokosoetono lebih 

menyukai penggunaan verfassungslehre dari pada verfassungsrecht 

(Djokosoetono, 1982). Istilah yang tepat untuk Hukum Tata Negara 

sebagai ilmu (constitutional law) adalah Verfassungslehre atau teori 

konstitusi. Verfassungslehre inilah yang nantinya akan menjadi dasar 

untuk mempelajari verfassungsrecht. Di sisi lain, istilah “Hukum Tata 

Negara” identik dengan pengertian “Hukum Konstitusi” sebagai 
terjemahan dari Constitutional Law (Inggris), Droit Constitutionnel 

(Perancis), Diritto Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht (Jerman). 

Dari segi bahasa, Constitutional Law memang biasa diterjemahkan 

menjadi “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” jika 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah 

Constitutional Law (Miriam Budiardjo, 1992).  Oleh karena itu, Hukum Tata 

Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari 

“Hukum Konstitusi” (Bagir Manan, 2004).  
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BAB 2 

SEJARAH DAN PEKEMBANGAN  

HUKUM TATA NEGARA 

 
 

A. SEJARAH HUKUM TATA NEGARA 

Sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, Indonesia pernah 

menjadi bagian dari Hindia Belanda selama 350 tahun. Dari segi hukum itu 

tidak dapat di sebutkan sebagai negara, karena hanya memiliki unsur-

unsur untuk berdirinya negara, yaitu: 

1. Wilayah 

2. Warga negara  

3. Pemerintah yang berdaulat 

 

Dalam politis yuridis, yaitu bahwa untuk masing-masing berbeda-beda, 

jadi masing-masing golongan mempunyai hukum sendiri-sendiri, demikian 

unsur warga negara yang dulu di sebut kaula negara, terdapat pada 

indishe staarsregeling (I.S) pasal 131 yaitu: 

- Bagi golongan Eropa  

Bersifat politis karena sesungguhnya yang di maksud golongan ini 

hanyalah orang-orang belanda 

- Bagi golongan timur asing 

Dibedakan menjadi dua macam, yaitu golongan orang timur asing 

Tionghoa, dan golongan orang timur asing bukan Tionghoa 

- Bagi golongan bumi putra 

adalah orang-orang bangsa indonesia asli 

 

Di dalam pemikiran tentang negara hukum di kenal empat macam 

teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan negara, 

teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak memiliki 

unsur ketiga yaitu pemerintah yang berdaulatan. Penguasaan tertinggi 

Hindia Belanda ada di tangan gubernur jenderal tapi tak lain hanya wakil 
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BAB 3 

KONSTITUSI 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan 

membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak 

warga negara dan hak asasi manusia. Dengan batasan yang tegas, 

diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk 

kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih 

terlindungi. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan 

paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu 

sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat 

didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara 

sistematik untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur 

dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal 

kewenangan lembaga-lembaga itu 

Materi yang dibahas terkait dengan Konstitusi adalah Pengertian 

Konstitusi, Fungsi dan Tujuan Konstitusi, Prinsip Dasar Konstitusi, 

Klasifikasi Konstitusi dan Nilai Konstitusi 

 

B. PENGERTIAN KONSTITUSI 
Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, 

Constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum 

atau prinsip. Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber 

rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Perancis Italia dan 

Belanda. Untuk pengertian Constitution dalam bahasa Inggris, bahasa 

Belanda membedakan antara constitutie dan grondwet, sedangkan bahasa 

Jerman membedakan antara verfassung dan gerundgesetz. Demikian pula 

dalam bahasa Perancis dibedakan antara Droit Constitutionel dan Loi 

Constitutionnel. Istilah pertama identik dengan arti konstitusi, sedangkan 

yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam 
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BAB 4 

NEGARA DAN BENTUK NEGARA 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Negara merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu Hukum. Hal ini 

sering diisitilahkan dengan mengkaji Ilmu kenegaraan. Ilmu Kenegaraan 

adalah bidang pengetahuan yang mempelajari negara, baik secara umum 

maupun khusus. Ilmu ini mencakup berbagai dimensi negara dan 

kehidupan bernegara, termasuk struktur, fungsi, serta dinamika hubungan 

dalam negara. (Syafie, 2022).  

Beberapa Asas Pokok dalam ilmu negara yakni kedaulatan; legitimasi; 

dan fungsi-fungsi negara. Hal – hal tersebut merupakan asas – asas pokok 

dalam Ilmu Negara mencakup berbagai prinsip yang mendasari eksistensi 

dan fungsi negara. 

Hal yang dapat dijumpai dalam pergaulan kehidupan masyarakat yakni 

adanya fenomena kekuasaan. Setiap kehidupan masyarakat serta interaksi 

sosial akan ada kekuasaan karena hubungan timbal balik antara individu 

dan makhluk sosial lainnya akan menimbulkan gejala – gejala kekuasaan.  

Menurut Miriam Budiardjo bahwa jika diletakkan dalam konteks 

terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan, maka terbentuknya 

negara didasarkan oleh adanya penggabungan dari kekuasaan-kekuasaan 

politik yang terdapat di dalam masyarakat. Penggabungan ini memiliki 

tujuan untuk menertibkan kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. 

(Miriam Budiardjo: 2010:38).  

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa kekuasaan bersumber 

dari pada kekuatan fisik (force), akan tetapi hal ini menjadi satu-satunya 

ukuran untuk menentukan ada tidaknya kekuasaan. Di samping itu 

kekuasaan dapat juga bersumber pada wewenang formal (formal 

authority). Berdasarkan pada pemahaman ini, maka kekuasaan adalah 

fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam 

sumbernya. Hanya hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap 
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BAB 5 

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, 

telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun 

terapannya. Secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah 

konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa 

konstitusi: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang UUD 

1945 hasil amandemen tahun 2000 – 2002. Dalam berbagai konstitusi itu 

Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi negara serikat (RIS) 

meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia 

pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi 

terpimpin dan pemerintahan presidential. Gambaran dinamis tersebut 

menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan 

ketatanegaraan suatu negara.  

Gagasan pembaharuan atau perubahan UUD 1945 telah lama 

berkembang dan mendapatkan kesempatan ketika terjadi “Reformasi 
Politik” yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. 
Dari reformasi politik dilanjutkan ke reformasi total disegala bidang, salah 

satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mereformasi atau 

mengamandemen UUD 1945,dengan harapan penyelenggara negara 

dalam melaksanakan fungsinya harus betul-betul konstitusional yang 

bersandar kepada konstitusi yang kokoh untuk melindungi bangsa dan 

negaranya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintah.  

Suatu konstitusi yang kokoh adalah bercirikan adanya batas-batas 

kewenangan dan kekuasaan semua lembaga negara dan harus saling 

mengawasi dengan sistem cheks and balances dan memberi jaminan atas 

hak asasi manusia.  
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BAB 6 

HAK ASASI MANUSIA  

DALAM HUKUM TATA NEGARA 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Tunduknya penguasa terhadap aturan hukum dapat dimaknai sebagai 

esensi dari negara hukum yang dianut oleh seluruh negara di dunia. Salah 

satu ciri dari paham negara hukum adalah jaminan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM). Sifat universal dari HAM dikarenakan HAM telah diterima 

sebagai konsep global yang universal di dunia internasional, sehingga 

patut untuk dihormati negara dengan membuat instrumen hukum yang 

mengatur tentang HAM. Negara-negara anggota PBB merespon hal ini 

dengan mengamandemen konstitusi negaranya, membuat atau mengubah 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan 

memperhatikan HAM, serta meratifikasi konvensi-konvensi internasional. 

Dalam perkembangannya, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan 

pelanggaran HAM yang berat (extra ordinary crimes) dan berdampak 

secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, maka 

dibentuklah pengadilan HAM. 

 

B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA 
Hak asasi manusia adalah persoalan mendasar dan universal yang 

selalu disuarakan dan diperjuangkan dimana saja. Oleh karena itu, 

pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang HAM sangat 

penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Untuk itulah maka pada bagian 

ini kita akan memulai dengan pembahasan mengenai pengertian HAM 

baik ditinjau dari segi etimologi maupun definisi yang diberikan oleh para 

ahli. Selain itu, perlu juga pengertian HAM dieksplorasi dalam dokumen-

dokumen hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun yang diterima 

secara global. 
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BAB 7 

OTONOMI DAERAH 

 
 

A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH 

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti 

sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan.  

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Menurut beberapa para ahli: 

1. Rochman Shaleh  

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat.  

2. Sofyan A. Djalil  

Menurut Sofyan A. Djalil, otonomi daerah merupakan pemberian 

kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya, 

merumuskan kebijakan, serta memanfaatkan dana untuk 
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BAB 8 

HUKUM TATA NEGARA DARURAT 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Hukum Tata Negara Darurat dapat dilakukan  karena adanya keadaan 

memaksa, keadaan genting,  bahaya atau  khusus,  sehingga negara tidak 

dapat menggunakan aturan hukum pada keadaan normal, dan jika  saat 

itu terjadi maka negara  mempunyai tanggungjawab  sebagai organ 

penyelenggara negara untuk  melakukan  perlindungan terhadap  hak  

konstitusional warga negaranya termasuk didalamnya juga melakukan 

penegakan hukum.  Menurut Franz Neumann menyatakan bahwa saat 

keadaan darurat negara diperbolehkan menihilkan kebebasan sipil.  

Negara-negara di dunia sangat memperhatikan pengaturan ketentuan 

Hukum Tata Negara Darurat dalam peraturan perundang-undangannya. 

Hal tersebut telah diatur baik dalam Undang-Undang  Dasar, maupun 

undang-undang  terkait Hukum Tata Negara Darurat, bahkan di beberapa 

negara, antara lain pada Negara Prancis,  dimana pengaturan tentang 

Hukum Tata Negara  Darurat telah diatur secara  detail untuk melindungi 

hak konstitusional warga negaranya.   

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting 

karena dalam negara hukum, aturan hukumlah yang tertinggi  sehingga  

walaupun  dalam keadaan darurat, kriteria dari keadaan darurat dan 

pembatasan waktu pada Hukum Tata Negara  Darurat  diatur dengan  jelas 

dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Aturan yang jelas 

memudahkan jika pemerintah harus dimintakan pertanggungjawaban 

dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat diberlakukannya 

keadaan darurat tersebut. 

Dalam  praktik penyelenggaraan negara,  sering ditemukan suatu 

keadaan negara dalam keadaan genting, dimana keadaan tersebut 

merupakan suatu keadaan yang tidak dapat  diprediksi  pada  saat  

keadaan  Negara  dalam  keadaan  normal (normal condition).  
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BAB 9 

HUKUM TATA NEGARA DAN GLOBALISASI 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Negara hadir sebagai suatu bentuk upaya manusia atau kelompok 

manusia untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, melalui negara 

diharapkan manusia atau kelompok manusia tersebut dapat dengan 

mudah mengakses apa yang menjadi kebutuhannya baik berupa sandang, 

pangan, papan, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan lainnya sebagai 

sesuatu ukuran hidup yang layak dan baik. Hadirnya negara melalui suatu 

keadaannya adanya satu kesepahaman dan kesepakatan secara kolektif 

dari Masyarakat untuk hidup bersama dalam suatu wadah bernama 

negara. Tujuan negara pada intinya sama, dahulu, sekarang dan di masa 

yang akan datang. Tujuan negara ialah kesejahteraan umum (bonun 

commune atau common welfare), yaitu kesejahteraan manusiawi yang 

lengkap bagi setiap dan semua warga negara. Negara dibentuk untuk 

menjamin kesejahteraan lahir batin semua warganya sebagai suatu 

keseluruhan. Itulah tujuan negara dan alasan adanya negara (Kirdi 

Dipoyudo, 1989). Tidak tak terkecuali bagi Negara Indonesia, sebelum 

lahirnya Indonesia Merdeka maka para pendiri negara merumuskan 

dengan seksama tujuan bernegara, yang menjadi orientasi berdirinya 

Indonesia Merdeka, yang tertulis dalam hukum dasar negara melalui 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang 

sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya 

yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. 

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara 

selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu 

pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, 

ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu Hukum Tata 
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BAB 10 

STUDI KASUS DALAM  

HUKUM TATA NEGARA 

 
 

A. PEMISAHAN KEKUASAAN SEBAGAI PRINSIP DEMOKRASI 

Demokrasi adalah sebuah prinsip terikat pada orang-orang yang 

mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, Konstitusi yang demokratis 

mensyaratkan pembentukan institusi politik seperti eksekutif dan legislatif 

badan, berasal dari rakyat atau dipilih. Melindungi hak-hak dasar 

masyarakat, supremasi hukum, dan hukum negara saling melengkapi 

dengan demokrasi cita-cita. Oleh karena itu, penting untuk menghindari 

partai politik mengklaim mayoritas dan mengeksploitasi kekuatan mereka 

untuk membatasi kebebasan dan hak mendasar Masyarakat, hal tersebut 

bisa di antisipasi dengan mengizinkan peradilan untuk menggunakan 

kewenangan hukumnya untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara. 

Dengan kata lain, ada ketentuan di dalamnya Konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan yang mengamanatkan peradilan badan untuk 

menggunakan kewenangannya untuk memeriksa keabsahan suatu 

undang-undang disahkan oleh badan legislatif atau yang 

menyelenggarakan peradilan badan yang berwenang menguji 

konstitusionalitas penggunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif.  

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 Konstitusi Kerajaan Thailand 

menetapkan prinsip-prinsip yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi 

misalnya Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab yang sangat 

penting untuk melindungi konstitusionalitas dari penggunaan legislatif 

kekuasaan berlakunya, mencegah legislatif dan badan politik dari 

penggunaan kewenangannya untuk melakukan hal-hal yang 

inkonstitusional. Gagasan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dikenal 

sebagai supremasi konstitusi. Konstitusi membuat semua undang-undang 

lainnya di dalam negara bagian tunduk pada konstitusi itu sendiri. Oleh 

karena itu, organisasi yang menjalankan kekuasaannya, mengontrol 
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